BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat

Mengingat :

L.

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86+« Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Rencana Kerja
Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan
Peraturan Bupati. '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
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Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5351);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2014,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 199 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional,
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Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019;
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46.
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48.

49.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 62
Tahun 2017  tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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60.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024,

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25
Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06
Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 3 Tahun 2018;
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64.

63.

66.

67.

68.

69.

70.
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Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan
Kabupaten Nganjuk kepada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013
tentang Tata  Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;




Menetapkan
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72.

73.
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Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017
tentang Tata  Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Nganjuk.
Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nganjuk.
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Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah.
Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi
daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Nganjuk Tahun  2014-2018 yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan
Tahunan  Daerah  yang  berbentuk  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah,
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten
Nganjuk yang selanjutnya disebut PPAS adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam



= 14 =

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam
bentuk barang dan jasa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.
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BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan
RKA Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan
APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang selaras antara RPJMD
Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat:

a. BABI : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum,
hubungan antardokumen, maksud dan
tujuan serta sistematika Renja
Perangkat Daerah;

b. BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
Memuat capaian kinerja penyeleng-
garaan urusan pemerintahan yang

diampu oleh masing-masing perangkat

daerah;

c. BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
Memuat tujuan dan sasaran

perangkat daerah Tahun 2021 dan



(2)

(1)

(2)
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keterkaitan dengan rumusan prioritas

pembangunan daerah RKPD Tahun

2021;
d. BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memuat kebijakan umum rencana kerja
dan pendanaan perangkat daerah dan
rencana kerja perangkat daerah dan
pendanaannya;

e. BABV : PENUTUP

Isi beserta uraian sistematika Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 5

Dalam rangka penyelarasan program/kegiatan Renja
Perangkat  Daerah  setiap  perangkat  daerah
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian program/kegiatan
yang disajikan dalam Renja Perangkat Daerah, maka
merujuk pada program/kegiatan dalam Aplikasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah.




Diundangkan di Nganjuk
Pada tangggal 30 Juli 2020
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BAB VI |
KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

ttd

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

ANANG TRIYANTO,SH,M.Si
Pembina
NIP. 19660/710 199202 1 001




RENCANA KERJA ( RENJA )
OPD KECAMATAN WILANGAN
TAHUN 2021

KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadlirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat,
karunianya, telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan Tahun 2021,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 dan
mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten NganjukTahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 merupakan tahun Keempat
Rencana Pencapaian Target Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Wilangan
Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 menjadi dokumen
perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lain yang dimiliki oleh setiap SKPD.
Dokumen Renja Kecamatan Wilangan tahun 2021 berisi 4 ( empat ) Bab yang meliputi :
Bab | Pendahuluan, Bab Il Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan
Tahun 2021, Bab lii Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab IV
Penutup.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wilangan
didasarkan pada kondisi target menurut Renstra Kecamatan Wilangan dan capaian
kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran
target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang
nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk satu tahun
rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan OPD dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi
pedoman dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan pada tahun 2021.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN

KEPUTUSAN CAMAT WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
Nomor 188/ /K/411.502/2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN WILANGAN
TAHUN 2021
CAMAT WILANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi,kebijakan, program dan kegiatan kecamatan
Wilangan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen
Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra OPD) maka dilakukan tindak lanjut setiap tahun
melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021,

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf
akonsideran huruf (a), maka perlu ditetapkan Renja
Kecamatan Wilangan Tahun 2016, yangditetapkan dengan
Keputusan Camat Wilangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD
Tahun 2005 - 2025;

10. Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2021 tentang RPJM
2019 - 2023;

11. Peraturan Bupati Nomor  Tahun 2021 Tentang RKPD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Renja Kecamatan WilanganTahun 2021 ' Halaman{



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Keija (Renja) Kecamatan Wilangan Tahun 2021.
Sebagaimana lampiran Keputusan ini.
Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wilangan Tahun 2021

adalah dokumen yang merupakan pedoman perencanaan
kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021,

Ketiga : Baiaya yang timbul dalam Keputusan ini diamasukkan dalam
DPA Kecamatan Wilangan tahun 2021.
Keempat - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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1.1

1.2

/%

Renj e

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja OPD Kecamatan
Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, merupakan rencana kerja tahunan
penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam
Rencana Strategis ( Renstra ) OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019 - 2023. Rencana Kerja OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten
Nganjuk tahun 2016 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolok ukur
kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro ( makro
ekonomii dan makro sosial ). Adapun Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ),
menempati posisi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi
kebijakan pembangunan.

Proses penyusunan Renja OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjulk
tahun 2021 berdasarkan Renstra OPD Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
tahun 2019 - 2023, dengan tetap memperhatikan program prioritas
Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan dalam Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, agar dalam pelaksanaan
program/ kegiatan dapat terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.
Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan
RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerintahan;

cam an Wila
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2014-2019;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk

Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2019 tentang RPJM 2019 — 2023 :
Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021

i tsid T S ey e T e T
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1.3 Maksud dan Tujuan

1.4

4

R ecemt Wn Tn 20

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah memberikan acuan arah kebijakan
pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan
Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2021.

Tujuanya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat
dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pada
akhirnya akan terwujud sinergitas antar dokumen dan Tugas Pokok dan Fungsi.

Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun
2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja OPD Kecamatan Wilangan Tahun Lalu dan capaian
Renstra OPD Kecamatan Wilangan

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wilangan

2.3 Isu~isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan
Wilangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

' Halam




BAB Ill TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3.2 Tujuan dan Sasaran renja OPD Kecamatan Wilangan
3.3  Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDADAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Kecamatan Wila

ngan Tahun 2021



BAB Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WILANGAN TAHUN 2021

21 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 Dan
Capaian Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan tahun 2021 mengacu
pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang
diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk yang telah
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu

“‘Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan Otonomi Daerah”.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan

Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

f. pelaksanaan pembinaan penyelenggraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;

Renja Kecamatan WilanganTahun202  Halaman7



h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Wilangan tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Strategis
Kecamatan Wilangan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan
sasaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nganjuk 2019-2023. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan
Kecamatan Wilangan mulai Semester | s/d Semester IV Tahun 2021 antara
lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi
perkantoran adalah :

No Jenis Kegiatan Anggaran RpRealfsasi % Catatan
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, - Semester |
Sumberdaya Air dan Listrik 18.000.000 s/d
Semester IV
2 | Penyediaan alat tulis Kantor 8.000.000 -
3 | Penyediaan barang cetakan dan -
pengaandasn 1.500.000

4 | Penyediaan komponen instalasi -
listrik/penerangan bangunan | 1.000.000
kantor

5 | Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 1.600.000
° ponyediaan  makanan  dan |, 200.000 -
" | Konmitat ol snora " | 22800000 |
° 2"52::2?:,? + ovaluasi - dan |, 570000 -
° Ea e petsiomn. ot been | . g 00g .
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b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur adalah :

Realisasi

No Jenis Kegiatan Anggaran Rb % Catatan
Pengadaan perlengkapan - Semester |
gedung kantor 10.000.000 sid

Semester IV
Pengadaan peralatan gedung -
Karitor 12.000.000
Pengadaan mebeleur 8.000.000 -
Pemeliharaan rutinfberkala -
gedung kantor 42.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala -
kendaraan dinas/operasional 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala -
perlengkapan gedung kantor 3.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala -
peralatan gedung kantor 2.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala -
mebsleur 1.500.000

¢. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan adalah :

No Jenis Kegiatan Anggaran RpRea“saSE = Catatan
1. Penyusunan laporan capaian | 2.000.000 - Semester |
kinerja dan ikhtisar realisasi g:mester Y,
SKPD
2 Penyusunan pelaporan 500.000
keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan | 1.000.000 -
keuangan akhir tahun

d. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

Realisasl_

No Jenis Kegiatan Anggaran Rp % Catatan

1 Pembinaan pemerintahan, - Semester |
kelembagaan dan masyarakat | g2 750.000 ;Igmester v
desa

2 Penyusunan monografi -
kecamatan  dan  fasilitasi | 3.800.000
penyusunan profil desa

3 Penyelenggaraan musrembang -
aGaan 12.680.000

4 Koordinasi musrembang desa 3.500.000 -

5 Pembinaan administrasi dan -
pengelolaan keuangan desa 20.800.000

Ren Kecatn gn Tahn 2021

a!an9



ry

No Jenis Kegiatan Anggaran RpReafisasI % Catatan
6 Koordinasi dan pengendalian -
keamanan dan kefertiban 27.550.000
masyarakat
7 Koordinasi dan  pembinaan -
bidang kesejahteraan | 29 440.000
masyarakat
8 Pembinaan dan pemantauan -
pendapatan daerah 15.864.000
) Pembinaan 10 Program PKK 10.000.000 -
10 | Pembinaan limas 10.000.000 -
e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
No Jenis Kegiatan Anggaran R pR:alisasl 7 Catatan
1 Seminar dan lokakarya 5.000.000 - Semester |
s/d
Semester IV
f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No Jenis Kegiatan Anggaran T Catatan
1 Penyediaan pakaian dinas ASN | 7.500.000 - Semester |
sid
Semester IV

g. Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan

No Jenis Kegiatan Anggaran RpRealisasi 73 Catatan

1 Pembinaan Tata Kelola | 5.000.000 - Semester |
Perencanaan Keuangan, Aset ggmester v
dan Pertanggungjawaban Desa

2 | Pembinaan administrasi dan | 7.500.000 -
datag desa

3 Monitoring  evaluasi  kinerja | 7.500.000 -

pemerintah desa
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Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu (2021) Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Wilangan

Tabel T-C.29

REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019
OPD : KECAMATAN WILANGAN

Rej ta ig

nTahun 2021

sz

Target R_?:hseats: Target dan Realisasi Kinerja c Per_kt;a_?n Retalgsa:;
Kinerja Ki rge Program dan Kegiatan Tahun PRI e ensia
Capaian inerja 2019 Target Program/ kegiatan
Program Hasil n-1) Program | Renstra OPD 2018 s/d
NER— Renstra Prggram " |:l_anta Tahun 2023
- . ndikator Kinerja Program an —_ egiatan
No. Pelayanan Administrasi Perkantoran (outcomes)/ Kegiatan (output) _I(_)PD) Koliiaian Targ_et Realtga5| (Renja
ahun Kegi Renja Renja Ti P
201 | Kegiatan | ‘oo | opp | Jingkat | OPD) | o i | Tingkat
e s/d Tzh Tah Realisasi | Tahun Capai Capaian
Tahun | ‘20 o (%) 2019 apaian (%)
Tahun 2017 2018 2018
2023 (n-2) (n-1) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) ] 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
1. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber | Terbayarnya biaya rekening
daya air dan listrik teleponlistrik dan alr 60 bin 36 bin 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
2. | Penyediaan alat tulis kantor Terbayarnya alat tulis kantor 60 bin 36 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
3. | Penyediaan barang cetakan dan | Tersedianya barang cetakan
penggandaan dan penggandaan 60 bin 36 bin 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
4. | Penyediaan komponen instalasi | Terpenuhinya komponen
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan | 60 bin 36 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
bangunan kantor
5. | penyediaan bahan bacaan dan | Terwujudnya penyediaan
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan | 60 bin 36 bln 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
perundang-undangan
6. | Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Penyediaan
makanan dan minuman untuk | 60 bin 36 bin 12 bln 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
rapat-rapat
7 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Terselenggaranya Rapat-rapat
ke luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke | 60 bin 36 bin 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
luar Daerah
B i :ﬁ;fj;?ﬁgﬁ’:g}’:pg’rgﬁ"°“"g' 60bin | 36bin | 12bln | 12bin | 100% | 12bin | 60bin | 100%
9 s::l%zr'l‘sai:n peralatan dan bahan | Tersedianya peralatan dan 60 bin 36 bin 12 bin 12 bln 100% 12 bin 60 bin 100%




Realisasi S Perkiraan Realisasi
Tt | Tepe | R Capain Targ Rener
Capalan Kinerja g 2019 Target Program/ kegiatan
oeat | Husll 1) Program | Renstra OPD 2018 s/d
R egsh'a Program dan Tahun 2023
Program Peningkatan sarana dan Indikator Kinerja Program dan ! Kegiatan
No. prasarana aparatur (outcomes)/ Kegiatan (output) %;B?,' Keluaran ;s;rg_eat R§§L§25i (Renja 'Il;a;g_eat
Kegiatan } | Tingkat OPD) R )
2018 s/d OPD OPD Realisasi | Tahun Realisasi OPD
s/d Tahun | Tehun | Tahun (%) 2019 Capaian Tahun
Tahun 2017 2018 2018 2018
2023 (-2) (n-1) (n-1) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) ) 10=(5+7+8) | 11=(10/4)
1. | Pengadaan perlengkapan gedung | Terwujudnya pengadaan o
kantor perlengkapan gedung kantor 60 bin 36bln | 12bln | 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
2. | Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya pengadaan
: peralatan gedung kantor 60 bin 36bln | 12bln | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
3. | Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan
Mebeleur 60 bin 36bin | 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
4. | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung | Terlaksananya Pemeliharaan
Kantor rutin/berkala Gedung Kantor 60 bin 36bin | 12bin | 12bin 100% 12 bln €0 bin 100%
5. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Terlaksanya Pemeliharaan
dinas/operasional rutin/berkaia kendaraan | 60 bin 36 bin 12 bln 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
dinas/operasional
6. | Pemeliharaan rutin/berkala | Terlaksanya pelayanan yang -
perlengkapan _gedung kantor cepat 60 bin 36bin | 12bln | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
7 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan | Tercapainya pelayanan yang é
gedung kantor cepat 60 bin 36bin | 12bln | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
8 | Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala Mebeleu 60 bin 36bin | 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
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Realisasi

valid

Target Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Kinerja T_arg&_at Program dan Kegiatan Tahun Capaian Target Benstra
Capaian K;{r:eli]la 2019 Target Program/ kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan I:zrogr:r: ng?am (n-1) Prggl;‘am Rensggtgrzozgggs Ak
' x ens
No. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Indikator Kineqa Program dan Target | Realisasi Kegiatan T
—— (outcomes)/ Kegiatan (output) 'Ic')a T‘E')‘ Keluaran Rer,%a Renja (Renja Raenrgjeat
RS 2018 | Kegid&n | opp | opp | nOKal | OPD) | Realisasi | OPD
s/d T:ll1d Tahun | Tahun (qgasu Tahun | capajan Tahun
Tahun 201‘1"" 2018 | 2018 2019 2018
2023 0-2) (n-1) (n-1) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 =(7/6) ] 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD 60 bin 36bin | 12bin | 12bln 100% 12 bin 60 bin 100%
2. | Penyusunan pelaporan keuangan | Terlaksananya pelaporan
semesteran keuangan semesteran yang | e0bin | 36bin | 12bin | 12bin 100% | 12bin 60 bin 100%
valid
3. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir | Terlaksananya pelaporan
tahun keuangan akhir tahun yang | Gobin | 36bin | 12bin | 12bin 100% | 12bln 60 bin 100%

Sz




Target

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja

Perkiraan Realisasi

Gl Target 5 Capaian Target Renstra
cg:ﬁ?:n fineria | “TOUEEGAn Logemn Teo | v | ™ Programikeglats
Program | . Hasil n-1) Program | Renstra OPD 2018 s/d
3 K Rr:r?stra Program dan Tahun 2023
Pembinaan Pemerintahan, Indikator Kinerja Program dan T Kegiatan
No. Kelembagaan dan Masyarakatbesa (outcomes)/ Kegiatan (output) %;le Keluaran Lzrga R;zl:}s_:su i (Renja 'Earg.et
Kegiatan i3 J Tingkat | OPD) T e
2018 o OPD OPD Realisasi | Tahun Realisasi OPD
s/d Tahun | T@hun | Tahun %) 2019 Capaian Tahun
Tahun 2017 2018 2018 2018
2023 (0-2) (n-1) (n-1) (n-1)
1 2 3 4 5 6 i 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
1. | Pembinaan pemerintahan, | Terwujudnya pembinaan
kelembagaan dan masyarakat desa pemerintahan,  kelembagan | 60bln | 36bin | 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
dan masyrakat desa
2. | Penyusunan monografi kecamatan dan | Penyusunan monografi
fasilitasi penyusunan profil desa kecamatan  dan  fasilitasi | obin | 36bin | 12bin | 12bin 100% | 12bin 60 bin 100%
penyusunan profil desa
3. | Penyelenggaraan musrembang | Terwujudnya penyelenggaraan
ke musrembang kecamatan 60 bin 36 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%
4. | Koordinasi musrembang desa Terwujudnya koordinasi
musrembang Desa 60 bin 36 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bln 60 bin 100%
5. | Pembinaan administrasi dan | Terwujudnya pembinaan
pengelolaan keuangan desa administrasi dan pengelolaar | g pin 36bin | 12bin | 12bin 100% 12 bin 60 bin 100%
keuangan desa
6. | Koordinasidan pengendalian keamanan | Terwujudnya koordinasi dan
dan ketertiban masyarakat pengendalian keamanan dan | gobin | 36bin | 12bin | 12 bin 100% | 12bin 60 bin 100%
ketertiban
7 | Koordinasi dan pembinaan bidang Terwujudnya koordinasi dan
kesejahteraan masyarakat pembinaan bidang | 60bin | 36bin | 12bin | 12bin 100% | 12bin 60 bin 100%
kesejahteraan masyarakat
8 | Pembinaan dan pemantauan pendapatan Terwujudnya pembinaan dan .
duioreli pemantauan pendapatan daerah 60 bin 36 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 60 bin 100%

%




Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Wilangan Tahun 2021 adalah semua program/
kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik
di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Wilangan. Implikasinya
adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan
dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbarukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wilangan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan

Wilangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK (indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kineria Utama) yang
ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat
dilihat dari beberapa indikator kinerja :

© XN A DN

-
o

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan daerah

Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Sesuai dengan tugas dan

fungsinya, maka Kecamatan Wilangan memberikan pelayanan-pelayanan
kepada masyarakat sebagai berikut.

2.21 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar
dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk
membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat

desa;




4. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang lunas sebelum jatuh tempo.

5. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);

6. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik dikecamatan
dan desa se Kecamatan Wilangan;

7. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

8. Pelaksanaan apel pagi sefiap hari dan khusus hari Senin apel pagi
diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan,
dinas seatap dan para sekretaris desa;

9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Wilangan
setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.

10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat
kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas
para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan
Wilangan dilaksanakan setelah upacara hari kesadaran Nasioanal
tanggal 17 setiap bulan ;

11. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di
Kecamatan Wilangan;

12. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

13. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan
membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa;

14. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti
kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan perangkat desa;

15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya
berbagai . peraturan perundang-undangan yang terus mengalami
penyempurnaan dan perubahan;

16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

17. Mengadakan Pembinaan melalaui Konferensi Kepala Desa setiap bulan
keliling ke Desa — Desa ( tempat bergiliran) :
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18. Mengadakan pembinaan / Fasitlitasi Pengelola Anggaran Desa ( PTPKD,
Bendahara Desa dan Oparator Desa ( satu bulan 2 kali) bertempat di
pendopo Kecamatan Wilangan;

19. Mengadakan pembinaan / Fasitlitasi Pengelola Anggaran Desa
( Pelaksana Kegiatan) satu bulan 1 kali bertempat di pendopo
Kecamatan Wilangan.

2.2.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan
antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan
peningkatan  ketersediaan infrastruktur  wilayah yang berbasis
masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana
lainnya);

2. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan
musrenbang kecamatan;

3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis
kecamatan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana
serta Kesehatan;

5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi UKS

2.2.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).

2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;

3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga -~ lembaga
keagamaan;

4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah:
Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga,
kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

RenjaKecamatan MﬁlangThun 202 T | T | " Halaman17
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Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pemuda tentang wawasan
kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial
budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

Pembinaan dan penyuluhan  pembangunan yang berwawasan
lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi dij
dalam kehidupan sehari-hari:

Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

| Hala




Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WILANGAN
SPM/ Target Renstra OPD ?:ﬁésg:_:' Proyeksi Catt
No. Indikator Standar IKK/IKU Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun Aa I_a'n
Nasional 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2017 | 2018 | 201 | 2021 L
(n2) | (n1) | (n) | (m1) | (n2) | (n1) | (n) (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pelaksanaan Jumiah Usulan yang
Musrebang disetujui dalam
Kecamatan dan Desa Musrendbang / jumiah 9% | 80% | 80% | 80% |87,2% | 20% | 100% | 100 %
usulan yang diterima
dalam Musrenbang
2 | Meningkatnya Jumiah usulan (SKCK,
kuzlitas Surat Keterangan miskin,
penyelenggaraan Ligasilasi, KTP,KK,Mutasi
tugas umum ) yang diprOSQS[Jumlah 70 % 75 % 80 % 85 % 2% 94 % 95 % 96 %
pemerintahan dan usulan yang diterima
pelayanan publik
Kepada masyarakat
3 | Meningkatnya Persentase desa yang
fasilitasi dan " 2
koordinasi cap-a!an teley ot 70 80% | 85 % 20 % 90 84 % | 100% | 100%
penyelenggaran Kerja (IPK) dengan
pemerintahan Desa predikat = B

s




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wilangan

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalahpermasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakantugas dan fungsi OPD; dan
bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah
serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Wilangan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi
koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan
berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi
yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga)
lain di lingkup Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Wilangan masih memeriukan
peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

a. prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
b. Sistem kerja yang belum optimal:

o

keterbatasan ketrampilan petugas;
d. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

Visi Kabupaten Nganjuk :

MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUKYANG MAJU DAN BERMARTABAT
( NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Wilangan
memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang
akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Nganjuk di Kecamatan
Wilangan

Adapun visi OPD Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KECAMATAN WILANGAN YANG OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”

DAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
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Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Wilangan
menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

a) Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program
Pemerintah Daerah

b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wilangan,
ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan
segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan
pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap
potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan
non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalammendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih
besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah.Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan
dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada
pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban
pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorperate
Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar
memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah
Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus
benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan

tetap _mendasarkan pada prosedur serta ada tatanan atau aturan yang
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5)

berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat,

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya
mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

Peningkatan Kapasitas  Aparatur dan  penambahan  kuantitas
aparatur.Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam
jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha
dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan
jumlah aparatur;

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat :

a) Rancangan kerangka ekonomi daerah

b) Program prioritas pembangunan daerah dan

¢) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Wilangan
berdasarkan RKPD Kabupaten Nganjuk sifatnya sebagai pendukung dari
pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan program
dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Wilangan. Rancangan awal
prioritas pembangunan di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun
2019 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil
kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil
evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan,
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan
daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar
bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Wilangan dalam mendukung Visi dan
Misi Kabupaten Nganjuk(adalah letak geografis Kecamatan Wilangan yang
berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk
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wilayah pengembangan lingkar luar Kota Nganjuk sehingga pertumbuhan
Kabupaten Nganjuk mengarah ke Kecamatan Wilangan baik dari sisi ekonomi,
industri, jasa dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dapat dilihat Tabel T-C.31

( terlampir ).
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Tabel 7-C.317
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WILANGAN

i RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
(o]
Program/ Kegiatan Lokasi Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Program/ Kegiatan Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A | Program Pelayanan Kebutuhan 12 ' Program Pelayanan EFEERE Kebutuhan 12 '
Adminletrasi Kecamatan Pelayananyang . | o 79.770.000 Administrasi | Kecamatan | o) i vang 79.770.000
Wilangan i bulan S Wilangan s p : bulan :
Perkantoran SR fercukup ) at ¢ Perkantoran S | fercukupi
;egaksananya N z'egaksananya
. N e ubungan 'enyediaan jasa ubungan
T | cumbor daya s don e | fiocamatan | fomunikas, foan | 18.000.000 | Komunikasi sumber daya eamatan | komunicas, 2 | 18000000
tersedianya air dan air dan listrik tersedianye air dan
penerangan. penerangan.
Terlaksananya Terlaksananya
2 . . Recamatan pengadaan 12 Penyediaan Alat tulis Kecamatan pengadaan 12
Penyedizan Alat tulis kantor Wilangan peralatan Alat Tulis | bulan 8.000.000 kantor Wilangan peralatan Alat Tulis | bulan 8.000.000
Kanilor Kanfor
g Terwujudnya . Terwujudnya
3 | Penyediaan barang cetakan Kecamatan bara 12 Penyediaan barang Kecamatan 12
ing cetakan dan 1.500.000 barang cetakan dan 1.500.000
dan penggandaan Wilangan ,(;_e z k: i bulan celakan dan penggandaan | Wilangan ‘f;.e n@’; i bulan
erlaksahanya erlaksananya
Penyediaan komponen instalasi penyediaan Penyediaan komponen penyediaan
4 | listritfpenerangan bangunan E’;ﬁ?nz:f" instalasi ;5lan 1.000.000 instalasi listrik/penerangan mfaam:f" instalasi ;ﬁlan 1.000.000
kantor listrik/penerangan bangunan kantor ng listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kanfor
Terwujudnya Terwujudnya
penyediaan bahan . penyediaan bahan
5 | Penyediazn bahan bacaan dan | Kecamatan bacaan dan 12 1.800.000 g:gyeo;:ﬂ?aiahag::::a_n Kecamatan | bacaan dan 12 1.800.000
peraturan perundang-undangan | Wilangan peraturan bulan ‘ P s a‘::;; e P g Wilangan peraturan bufan S
perundang- perundang-
undarnigan undangan
Tersedianya Tersedianya
> makanan dan 5 makanan dan
6 | Penyediaan makanan dan Kecamatan minuman bagi 12 14.200.000 Penyediaan makanan dan | Kecamatan eman boacs i2
: .200. gi 14.200.000
minuman Wilangan Karyawan Kantor bufan minuman Wilangan Karyawan Kantor bulan
Kec. Wilangan Kec. Wilangan
Tersedianya Rapat- . Tersedianya Rapat-
7 | Rapat-rapat koordinasi dan Kecamatan rapat koordinasi 12 22.500.000 E:ﬁiﬁgﬁmmtfz;d;::f' Kecamatan rapat koordinasi 12 22.500.000
konsultasi ke luar daerah Wilangan dan konsultasi ke bulan ot doerah Wilangan dan konsultasi ke bulan R
luar daerah luar daerah
Terlaksananya Terlaksananya
8 | Monitoring, evaluasi dan Kecamatan kegiatan 12 11.270.000 Menitoring, evaluasi dan Kecamatan kegiatan 12 11.270.000
pelaporan Wilangan monitoring, evaluasi | bulan il pelaporan Wilangan monitoring, evaluasi | bulan . *
dan peleporan dan pelaporan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
Tersedianya Tersedianya
9 Pengadaan Peralatan dan Kecamatan 12 Pengadaan Peralatan dan | Kecamatan 12
bahan pembersih Wifangan ’;:g:ﬁggggmm bulan 1.500.000 bahan pembersih Wilangan gf;ﬁggggm ih bufan 1.500.000
B | Program Peningkatan Sarana | Kecamatan 8§9.000.000 gmmdmmz Kecamatan 89.000.000
dan Prasarana Aparatur Wilangan Aparatur : Wilangan
Pengadaan Perlengkepan Kecamatan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan | Kecamatan Terlaksananya
1* | Gedung Kantor Wilangan perlengkapan 1 10.000.000 Gedung Kantor Wilangan perlengkapan 1 10.000.000
gedung kantor yang | tahun . i gedung kantor yang | tahun ity
memadai memadaji
Pengadaan Peralatan Gedung Kecamatan Tersedianya 1 Pengadaan Peralatan Kecamatan Tersedianya 1
2 | kantor Wilangan zemt:;atan Gedung | . - 12.000.000 Gedung kantor Wilangan zo;mgban Gedung | .- 12.000.000
antor n
3 | Pengadaan mebeleur Kecamatan Tersedianya 1 8.000.000 Pengadaan mebeleur Kecamatan Tersedianya i 000
Wilangan mebeleur tahun N Wilangan mebeleur tahun 8.000.000
4 | Pemeliharaan rutin/berkala Kecamatan Terpeliharanya 1 32.500.000 Pemeliharaan rutinfberkala | Kecamatan Terpeliharanya 1 32
kantor Wilangan gedung kanfor tahun i lung kantor Wilangan lung kantor tahun -500.000
Pemeliharan Rutin/Berkala Kecamatan Terpeliharanya 1 Pemeliharan Rutin/Berkala | Kecamatan Terpeliharanya 1
5 | Kendaraan Dinas/Operasiona Wilangan kendaraan Dinas t8hn 20.000.000 g?ndaraan ) Wifangan kendaraan Dinas i 20.000.000
inas/Operasiona
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kecamatan Terpeliharenya Pemeliharaan Kecamatan Terpeliharanya
6 | Perengkpana Gedung Kantor Wilangan Perlengkpana v Rutin/Berkala Whlangan Perlengkpana 1
Gedung Kantor tahun 3.000.000 Perlengkpana Gedung Gedung Kantor tahun 3.000.000
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kecamatan Terpeliharanya 1 Pemeliharaan Kecamatan Terpeliharanya 1
7 | Peralatan Gedung Kantor Wilangan peralatan gedung tahon 2.000.000 Rutin/Berkala Peralatan Wilangan peralatan gedung i 2.000.000
kantor Gedung Kantor kantor .
8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kecamatan Tempeliharanya 1 1.500.000 Pemeliharaan Kecamatan Terpeliharanya 1 1.500.000
mebeleur Witangan Mebeleur tahun il Rutin/Berkala mebeleur Wilangan Mebeleur tahun -500.0
Program Peningkatan : Program Peningkatan
c Penge_mbanga_n Sistem Kecamatan 3.500000 Pengembangan Sistem | Kecamatan 2.500000
Pelaporan Capaian Kinerja Witangan _ Pelaporan Capaian Wilangan
_dan Keuangan __Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian | Kecamatan Penyusunan Penyusunan laporan | Kecamatan Penyusunan
1 kinerja dan ikhtisar realisasi Wilangan lfaporan capaian 1 2.000.000 capaian  kinerja  dan | Wilangan laporan capaian ) 2.000.000
SKPD Kinerja dan ikhtisar | tahun E ikhtisar realisasi SKPD kinetja dan ikhtisar | tahun R
realisasi SKPD realisasi SKPD
Penyusunan laporan Keuangan | Kecamatan Terlaksananya 1 Penyusunan laporan | Kecamatan Terlaksananya 1
2 | Semesteran Wilangan Laporan Keuangan tabun 500.000 Keuangan Semesteran Wilangan Laporan Keuangan Gk 500.000
Semesteran Semesteran
Terlaksananya Terlaksananya
3 Penyusunan Pelaporan Kecamatan Pelaporan 1 1.000.000 Penyusunan Pelaporan Kecamatan Pelaporan 7 1.000.000
Keuangan Akhir Tahun Wilangan Keuangan Akhir tahun i Keuangan Akhir Tahun Wilangan Keuangan Akhir tahun ol
Tahun Tahun
Kecamatan Halaman25




Renja Kecam WilanganTahun ‘ o

e

terlatih

terlatih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
Pembinaan
Pembinaan Pemerintahan, Pemerintahan, _ .
D Kelembagaan dan Masyarakat ‘;ﬁg’"’m :ahun 196.384.000 Kelembagaan dan i b -ﬁqﬁgﬂ"mnm" 1 96.384.000
Desa / Kelurahan. gan Masyarakat Desa /
5 Kelurahan.
Terwujudnya " Terwujudnya
Pembinaan Lembaga Kecamatan Pembinaan 7 Pembinaan Lembaga Kecamatan Pembinaan 1
! Kemasyarakatan Wifangan Lembaga tahun 62.750.000 Kemasyarakatan Wilangan Lembaga tahun 62.750.000
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Penyusunan Monografi Terwujudnya Penyusunan Terwujudnya
2 | Kecamatan dan fasiftasi eeamatan | yonograf Grun | 3800000 | Kecamatan dan e Winatan | Monograf ton | 3.800.000
Penyusunan Profil Desa i Kecamatan Penyusunan Profil Desa Kecamatan
Terlaksananya Terlaksananya
Penyelenggaraan Musrenbang | Kecamatan Koordinasi 1 Penyelenggaraan Kecamatan Koordinasi 1
8 Kecamatan Wilangan Musrenbang tahun 12.680.000 Musrenbang Kecamatan Wilangan Musrenbang tahun 12.680.000
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
- Terlaksananya - Terlaksananya
4 | Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Musrenbang 1 3.500.000 Koordinasi Musrenbang Kecamatan Musrenbang 1 3.500.000
Desa/Kelurahan Wilangan Desa/Kelurahan tahun Desa/Kelurahan Wilangan Desa/Kelurahan tahun
Terwujudnya . : Terwujudnya
5 | Pembinaan Administrasi dan Kecamatan | Administrasi dan 12 20.800.000 l:::gg::ga;;\::‘mmsf Kecamatan | Administrasi dan 12 20.800,000
Pengelolaan Keuangan Desa Wilangan Pengelolaan bulan T Keuangan Desa Wilangan Pengelolaan bulan ol
Keuangan Desa Keuangan Desa
Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi dan e Koordinasi dan
Koordinasi dan Pengendalian Kovamatsi Fon Koordinasi dan &
; gendalian 1 Kecamatan Pengendalian 1
6 Keaman::tdan Ketertiban Wilangan Keamanan dan tahun 27.550.000 :::ﬂ:ﬁ:f:nﬁ:?ag:at Wilangan Keamanan dan tahun 27.550.000
Masyara Ketertiban a Ketertiban
Masyarakat Masyarakat
_— . . Terlaksananya
Koordinasi dan Pembinaan Terlaksananya Koordinasi dan % b
7 | Bidang Kesejahteraan {’(Vaﬂ;im:;an Pembinaan Bidang 29.440.000 Pembinaan Bidang ;(Vm:f 4 E:g-.e?;ﬁ:;g;dang 29.440.000
Masyarakat g Kesejahteraan 1 Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 1
Masyarakat tahun tahun
Terlaksananya T Terlaksananya
g8 | Pembinaan dan Pemantauan Kecamatan Pembinaan dan 1 15.864.000 dK:: rg;r;:::‘l;eur:gfnaan Kecamatan Pembinaan dan ; 15.864.000
Pendapatan daerah Wilangan Pemantauan tahun domad Pendapatan daerah Wilangan Pemantauan tahun o
Pendapatan daerah Pendapatan daerah
o e Kecamatan | LCEmTE han | 10.000.000 C e e | Kovamaiar. | FREe 1 10.000.000
PKK llangan pogram pokok PKK pagram p 9 pogram pokok PKK | tahun
Terwujudnya ; Terwujudnya
7 ] Kecamatan 2 1 Terwujudnya anggota Kecamatan ; 1
10 | Pembinaan limas Wilangan anggota limas yang tahun 10.000.000 limas yang terlatih Wilangan anggota limas yang tahun 10.000.000




1 2 3 4 5 6 7 8 [} 10 (]
: Terwujudnya Terwujudnya
Pro Peningkatan Kecarnatan 1 Program Peningkatan Kecamatan 1
£ Kapua:’t:s Aparatur Wilangan apal :ﬁ::.;:_"tal;aﬂﬂ tahun $.000.900 Kapasitas Aparatur Wilangan ml I,,{” yang tahun 5.000.000
Seminar dan lokakarya Kecamatan | Meningkatnya 1 Meningkatnya kwalifikasi | Kecamatan | Meningkatnya 1
L Wilangan ﬁg&k:;':;‘aw tahun 5.000.000 dan kopetensi pegawal Wilangan zwac . :itﬁaﬁi danm’ tahun 5.000.000
3 Peningkatan . B .
Program Peningkatan Disiplin | Kecamatan i 1 S Program Peningkatan Kecamatan | Terwujudnya 1
5 Aparatur |- Wilangan ;malglimn ASN fahun 7.500.000 Disiplin Aparatur Wilangan kedisiplinan nASN | fahun £-000.000
Penyediaan pakaian dinas .
ia kaian dinas ASN | Kecamatan Jumlah Pakaian 1 Kecamatan Jumiah Pakaian 1
! EAREEIRL pot e Wilangan dinas yang tersedia | fahun 7.500.000 ASN Wilangan dinas yang tersedia | tahun 7.500.000
2 Prosentasi yang Program Pembinaan | Prosentasi yang
Program Pembinaan Tata :
- menjalankan tata _ : Tata Kelola menjalankan tata
G | Kelola Pemerintahan Desa | Kecamatan | | % : 1 | 20.000.000 BaneHitahan Desa | /Kecamatan kelola i 20.000.000
Tingkat Kecamatan WWiinean pemerintahaan tahun r Tingkat Kecamatan Wilangan pemerintahaan tahun
_yang baik i : i e yang baik
Tercapainya jumizh - Tercapainya jumlah
Pembinaan Tata Kelola pembii't’aaag t.gta Pembinaan Tata Kelola pembinaan tata
Perencanaan Keuangan Kecamatan | kelola 1 Perencanaan Kecamatan | Kelola 1
1 gan, perencanaan, 5.000.000 Keuangan, Aset dan perencanaan, 5,000.000
Wilangan fahun Wilangan tahun
Aset dan . g keuanga“' aset Pertanggungjawaban keuangan, aset
Pertanggungjawaban Desa serta pertanggung Desa ?erbabper;?sggung
jawaban desa awaban desa
Tercapainya jumiah Pembi Tercapainya jumlah
: o : pembinaan embinaan pembinaan
3 | PomhaiaRnsan | Badraln | oo wianam fahun | 7500000 | administrasidandata | Necome@" | agministrasidan | 1 7.500.000
data desa ng penyusunan data desa 9 penyusunan data
desa desa
Monitoring evaluasi kinerja . Terj?tpainya jur:ala; . Monitoring evaluasi atan L%d%%aé:;mrm:g )
i sa Kecam monitoring evalua kinerja pemerintah Kecam n J
3 ol el Wilangan kinerja pemerintah | tahun 7.500.000 desaq P Wilangan kinerja pemerintah | fahun 7.500.000
desa desa
JUMILAH 401.154.000 JUMLAH 401.154.000

= o
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka
renja Kecamatan Wilangan juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang
Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan

serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang
dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa

yang memenubhi kriteria:

a. bersifat lintas desa,

b. berdaya saing tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan
dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung daru musrenbang
tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD
yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten,
sesuai bidang urusan OPD yang menangani. Usulan Program dan
Kegiatan Kecamatan Wilangan pada tahun 2021 dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka

penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan
kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan desa;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi:

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan
Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di
wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Wilangan maka keempat hal
tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi, dapat
dilihat Tabel 2.4 ( trlampir ).
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Tabel T-C.32
Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

No. Program Lokasi Indikator Volume Catatan
Kegiatan Kinerja

:
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BAB lii
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WILANGAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kebijakan = merupakan suatu keputusan vyang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu
tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan
efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu
kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wilangan
dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka

mengoptimalkan  pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi
aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah
terhadap kebijakan Kabupaten Nganjuk, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, dimana
secara teknokratis prioritas Kabupaten Nganjuk telah mengacu pada prioritas
pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki
peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom
karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan
semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. ,

Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Nganjuk kepada Camat
untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :
a. Urusan Pemerintahan

Renja Kecamatan WilanganTahun 2021
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1) Mengusulkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (PI/Pih) Kepala Desa,
Kepada Bupati Bupati Nganjuk

2) Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa terlebih  dahulu . nelaksanakan
konsuitasi kepada Bupati Nganjuk

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dlﬁsa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4) Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pe?(_lerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.

5) Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar ‘Kecamahgn dalam
Kabupaten

6) Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam. - f

. Urusan Perijinan b
1) Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.
2) Memberikan rekomendasi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) * :

. Urusan Pekerjaan Umum

Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemehharaan ch
rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kak\
(MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitasi umum. |

. Urusan Pendidikan
Melaksanakan Koordinasi Kepada Instansi terkait dengan perkembangan'

pendidikan baik di tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri,
Sekolah Menengah Pertama Negeri, .

. Urusan Kesehatan
Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan
kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat. '

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2021 mengambil tema pembangunan “Peningkatan Infrastruktur untuk

mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”, dengan

8 (delapan) prioritas:

1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan,
perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk
mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana
ekowisata dan pasar-pasar daerah;
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2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk
unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;

3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang
senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;

4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk
percepatan capaian indeks pendidikan;

5) Peningkatan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan
capaian indeks kesehatan;

6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan
administrasi kependudukan;

7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin
menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal;

8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan
pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Wilangan
dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis

Kecamatan Wilangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Nganjuk termasuk pengembangan Wilayah perbatasan Kabupaten

Nganjuk dengan Wilayah perbatasan Dengan Wilayah Kabupaten Madiun sehingga

pembangunan Kabupaten Nganjuk mengarah ke Kecamatan Wilangan baik dari

sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.
Sebagai wilayah perbatasan Kabupaten Kabupaten Nganjuk dengan

Wilayah Kabupaten Madiun, Kecamatan Wilangan kaya akan potensi wilayah yang

perlu dikembangkan, seperti Wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain :

1. Wisata Religi Makam Syeh Shuluki di Desa Wilangan

2. Rencana Pembangungan TPA Ramah Lingkungan di Desa Wilangan yang
dapat di kembangkan menjadi Wisata alam Buatan

3. Produk Unggulan dan di Kecamatan Wilangan antara Lain :

Pembutan Telur Asin di Dusun Tampang Desa Wilangan

Pembuatan Tahu dan Tempe di Desa Ngudikan dan Desa Mancon

Jamu Tradisional di Desa Ngadipiro dan Desa Sudimoroharjo

e p TP

Bawang Merah di Desa Sukoharjo dan Ngudikan

e. Gethok Gedang di Desa Wilangan
Dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian
masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya
menjadi faktor pendukung kebuakan Pemermtah Daerah yang mengutamakan
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kemampuan daerah dalam rangka mengangkat potensi sumber daya alam dan

buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur

dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Nganjuk yang :

1. Mandiri yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat
yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi
kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

2. Agamis yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka camat sebagai pimpinan
wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak
terdapat di kecamatan Wilangan baik level Kabupaten maupun Kecamatan
utamanya dalam ikut serfa mendorong peningkatan kualitas keagamaan di
masyarakat yang diharapakan dapat ikut beperan serta dalam mendorong
pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada
akhimya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai
agama dalam kehidupan seharihari dan senantiasa meningkatkan kualitas
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia
yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas
tinggi.

3. Demokratis yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi
masyarakal, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam benrpikir,
bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum
dan keadilan;

4. Produktif yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk + 34.962
Jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar makaperlu didorong
pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka camat
melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi
terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong
sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai
dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan
meningkatan perekonomian daerah.

5. Maju; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan
meningkatnya perekonomian masyarakat maka camat mendorong pertubuhan
pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan
yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya
meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan
harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya
manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin
meningkatnya indeks pembangunan manusia
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3.2.

4

6.

Tuj

Aman; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagimana
penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan
masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk ity maka camat bersama
dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan
kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah
berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan
kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan,
dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan
terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang
kedudukan, pangkat, Jjabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada
hakhak asasi manusia

Tertib; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-
fokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan
para pimpinan dengan demikian dalam seliap bidang yang dilakukan akan
berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh
terhadap semua lini pembangunan yang pada akhimya terciptanya kondisi
masyarakat semakin patuh Mmasyarakat terhadap berbagai peraturan hukum
yang berlaku.

Berdaya saing; Dengan polensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta
geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Wilangan dan kebijakankebiijakan serta
peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembanguna
wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang
berdampak pada kondusifnya wilayah Wilangan maka akan menjadi daerah
tujuan bagi pelaku usaha baru.

uan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Wilangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Wilangan yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Wilangan. Dengan menitik
beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka
Kecamatan Wilangan mempunyai tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, ekon pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset
serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas

um

um pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Wilangan secara Optimal.
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3.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang
meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi
program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program
dan kegiatan Kecamatan Wilangan. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai
tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja
Kecamatan Wilangan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa yang
merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam
rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Wilangan tahun 2021,
didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam
Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yaitu:

1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan
ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,

2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan
pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;

4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah
tingkat di bawahnya;

5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi
dari komunitas di wilayahnya.

3.2.1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang
diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Wilangan maka program-program
yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan
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4) Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat
Desa.

3.2.1.2 Keglatan
Kegiatan merupakan suaty tindakan dari penjabaran program
untuk mencapai tujuan tertenty sesuai dengan kebijakan yang telah
digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah
sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

> wN

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

Penyeediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

© ® N O o

Pengeadaan peralatan dan bahan pembersih

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

@ N O oA N

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

¢. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
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d. Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat

Desa

1.
2,

o o~ oW

Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
Penyusunan Monografi Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan
Profil Desa

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Fasilitasi Musrenbang Desa

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa

Koordinasi dan Pengendalian Kemanan dan Ketertiban
Masyarakat

7. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Tahun 2021 Kecamatan Wilangan, dapat dilihat Tabel 4.1 ( terlampir ).




Tabel 4 T-.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
OPD KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN WILANGAN

PROGRAM KEGIATAN OPD
Target Pagu Indikatif
No. Program/Kegiatan Sasaran APBD Kab, ( el . | APBN Lokasi
Rp) Provinsi (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kebutuhan
A, :;q"?;‘al;;:trm e Pelayanan yang 79.770.000
fercukupi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa Terlaksananya Kantor
Komunikasi, sumber hubungan Keo.
daya air dan listril komunikasi, 100% 18.000.000 Witangan
tersedianya air
dan penerangan.
2 Penyediaan Alat Terlaksananya Kantor
tulis kantor pengadaan Kec.
peralatan Alat 1 8.000.000 Wilangan
Tulis Kantor
3 Penyediaan barang Terwujudnya Kantor
celakan dan barang cetakan Kec.
penggandaan i g 100% 1.500.000 Wilangan
penggandaan
4 Penyediaan Terlaksananya Kantor
komponen instalasi penyediaan Kec.
listril/penerangan instalasi 100% 1.000.000 Wilangan
bangunan kantor listrildpenerangan '
} , bangunan kantor |
5 Penyediaan bahan Terwujudnya Kantor
bacaan dan " | penyediaan Kec.
peraturan bahan bacaan Wilangan
perundang- dan peraturan e 1.800.000
undangan perundang-
undangan
6 Penyediaan Tersedianya Kantor
makanan dan makanan dan Kec.
minuman minuman bagi 100% 14.200.000 Wilangan
Karyawan Kantor
Kec. Wilangan
7 Rapat-rapat Terlaksananya Kanior
koordinasi dan Rapat-rapat Kec.
konsultasi ke luar koordinasi dan 100% 22.500.000 Wilangan
daerah konsultasi ke luar
_ daerah _ :
8 Monitoring, evaluasi Terlaksananya _ Kantor
dan pelaporan ';evg:jfs': ;”a‘,""”a""g' 100% 11.270.000 {f;c-
pelaporan llangan
9 Pengadaan Tersedianya Kantor
Peralatan dan peralatan dan . Kec.
bahan pembersih | bahan pembersin | %% |  1:500.000 Witangan
B | Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 100% 89.000.000
Aparatur
1 Pengadaan Terlaksananya Kantor
Perlengkapan perlengkapan
Gedung Ksntar gedung kantor o 10.000.000 :;z; ngan
yang memadai
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2 Pengadaan Tersedianya Kantor
Peralatan Gedung Peralatan 100% 12.000.000 Kec.
kanfor Gedung Kantor Wilangan

3 Pengdaan Tersedianya Kantor
Meubeleur Meubeleur 100% 8.000.000 Kec.

Wilangan

4 Pemeliharaan Tempeliharanya Kantor
rutin/berkala gedung | gedung kantor 100% 32.500.000 Kec.
kantor Wilangan

5 Pemeliharan Terpeliharanya ——
Rutin/Berkala kendaraan Dinas P 20.000.000 Kec
Kendaraan e Mﬁla.ngan
Dinas/Operasiona

6 Pemeliharaan Terpeliharanya Ko
Rutin/Berkala Pelengkapan
Pelengkapan Gedung Kantor o &.400.000 iy
Gedung Kantor Viksagen

7 :eugl;gm;r(aan Terpfliharanya Kantor

erkala peralatan gedung
Peralatan Gedung kantor s 2.000.000 ’;:if
langan
Kantor

8 Pemeliharaan Terpeliharanya Kantor
Rutin/Berkala Meubeleur 100% 1.500.000 Kec.
Meubeleur Wilangan

C. | Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja 3.500000

dan Keuangan

1 Penyusunan Jlaporan fe?aksananya
capalan kinerja dan | laporan capaian Kantor
ikhtisar realisasi | kinerja dan | 100% 2.000.000 Kec.
SKPD ikhtisar realisasi Wilangan

SKPD
2 z:zﬁ;:zan laporan z‘:g::r::nanya Kanlor
Semesteran Keuangan 100% 2o0s oy
Wilangan
Semesteran
3 Penyusunan Terlaksananya
Kantor
Pelaporan Keuangan | Pelaporan - 1.000.000 Kec
Akhir Tahun Keuangan Akhir e ’
Wilangan
_ Tahun
D. | Program Pembinaan

Pemerintahan Kelembagaan 196.384.000

dan Masyarakat Desa

1 Pembinaan Terlaksananya
Pemerintahan, kegiatan Desa. Se
Kelembagaan dan | Pembinaan keé:
Masyarakat Desa Pemerintahan, 100% 62.750.000 Wilan

gan
Kelembagaan (18) Desa
dan Masyarakat
Desa / Kelurahan

2 Penyusunan Terwujudnya
Monografi Monagrafi Kantor
Kecamatan dan | Kecamatan 100% 3.800.000 Kec.
fasilitasi Penyusunan Wilangan
Profil Desa

3. Penyelenggaraan Terlaksananya Kantor
Musrenbang Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Kecamatan S 12.680.000 Wilangan

4. Koordinasi Terlaksananya Desa, Se
Musrenbang Desa Koordinasi kec

Musrenbang e 3.500.000 Wilangan
Desal/Kelurahan (18) Desa

2
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5. Pembinaan Terlaksananya
Administrasi dan Pembinaan Desa, Se
Pengelolaan Administrasi dan | 100% 20.800.000 Wlkec
Keuangan Desa Pengelolaan ; éa':aga"
Keuangan Desa (18) Deza
8. Koordinasi dan Terwujudnya
Pengendalian Koordinasi  dan s iy
Keamanan dan Pengendalian . ’
Ketertiban Keamanan dan| '°°% 27.550.000 ;a:n'uk
Masyarakat Keteriiban gan;
Masyarakat
7. Koordinasi dan Terlaksananya
Pembinaan Bidang Kooordinasi Kec. dan
Kesejahteraan Bidang 100% 29.440.000 Kab.
Masyarakat Kesejahteraan Nganjuk
Masyarakat
8 Terlaksananya
Pembinaan dan | Pembinaan dan Kec. dan
Pemantauan Pemantauan 100% 15.864.000 Kab.
Pendapatan daerah | Pendapatan Nganjuk
daerah
9 Pembinaan 10 Terlaksananya Kec. dan
Pembinaan 10 100% 10.000.000 Kab.
Frosgram Rk pogram pokok PKK Nganjuk
10 Pembinaan limas Terwujudnya Kec. dan
anggota limas yang | 100% 10.000.000 Kab.
terlatih Nganjuk
E.. | Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur §.000.000
Seminar dan Meningkatnya Kec. dan
1 Iokakarya kwalifilkasi dan 100% 5.000.000 Kab.
kopetensi pegawai Nganjuk
F.. | Program Peningkatan Disiplin
Asaratur 7.500.000
Penyediaan pakaian Penyediaan Kec. dan
1 dinas ASN pakaian dinas ASN 1o 7.500.000 Kab. .
Nganjuk
Tercapainya jumlah
Program Pembinaan Tata Kelola z:l';g‘"“" sl
G. E:c'“:'::g:an Desa  Tingkat perencanaan, 20.000.000
keuangan, aset
serta pertanggung
jawaban desa
Pembinaan Tata Tercapainya jumlah
Kelola Perencanaan | pembinaan Kec. dan
1 Keuangan, Aset dan | administrasi dan 100% 5.000.000 Kab.
Pertanggungjawaban | penyusunan data Nganjuk
Desa desa
Pembinaan Terjapainya jumlah Kec. dan
2 administrasi dan pnieri S | yoon 7.500.000 Kab.
nerja pemerintah
data desa desa Nganjuk
Monitoring evaluasi | Tercapainya jumiah
kinerja pemerintah E:;glgmﬂﬂ tata Keo. dan
K desa perencanaan, 100% 7.500.000 Kab.
keuangan, aset Nganjuk
serta pertanggung
Jawaban desa _
JUMLAH 401.154.000

/%
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WILANGAN TAHUN 2021

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/ Program/
i i Program/ Kegiatan i
Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan rog eg Lokasi Kegi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1 Program Pelayanan ¢ Kebutuhan 112 |99 770.000 | Program Pelayanan Kecamatan | Kebutuhan 72
Administrasi Kmeg:;an Pelayanan yang -,5’&,&" ; Administrasi ‘MIanga'n n | Pelayanan yang finy i 79.770.000
Perkantoran tercukupi i ha Perkantoran AT e ferculupi
Teriaksananya Terlaksananya
. | Penyediaan jasa hubungan Penyediaan jasa hubungan
1 1 Komunikasi, sumber daya ﬁfifamaf" komunikasi, g!an 18.000.000 | Komunikasi, sumber ﬁm" komunikasi, gzlan 18.000.000
air dan listrifc anga tersedianya air daya air dan listrik tersedianya air .
dan penerangan. _ dan penerangan.
Terlaksananya = Teriaksananya
; Kecamatan | pengadaan 12 yediaan Alat tulis Kecamatan | pengadaan 12
2 | Penyediaan Alat tulis kantor Wilangan peralatan Alat bulan 8.000.000 kantor Wilangan peralatan Alat bulan 8.000.000
Tulis Kantor Tulis Kantor
Terwujudnya ; Terwujudnya
3 | Penyediaan barang cetakan | Kecamatan | barang cetakan | 12 1.500.000 g’;ﬁﬂ'fa’;bam"g Kecamatan | barang cetakan | 12 1,600,000
dan penggandaan Wilangan dan bulan Aty nggandaan Wilangan dan bulan . s
penggandaan o penggandaan
Terlaksananya > Terlaksananya
Penyediaan komponen Kecamatan penyediaan 12 ;:za};z:’fam Saypoen Kecamatan | PeYe diaan 12
4 | instalasi listrikipenerangan Wilangan instalasi Bistiiri 1.000.000 listrik/oenerangan Wilangan instalasi S ilas 1.000.000
bangunan kantor ang, listrik/penerangan bangunan kantor listrit/penerangan
bangunean kantor bangunan kantor
Terwujudnya Terwujudnya
; penyediaan penyediaan
5 ge:y ef;nmbahan g:;:aan Kecamatan | bahan bacaan 12 1.800.000 E:g;':fg:n" ::fa%ra n | Kecamatan | bahan bacaan 12 1.800.000
gd P n Hpontuang Wilangan dan peraturan bulan e rundang-undancan Wilangan dan peraturan bulan < !
ihcange perundang- e ng-ancang perundang-
undangan undangan
Tersedianya Tersedianya
. makanan dan makanan dan
6 | Penyediaan makanan dan Kecamatan minuman bagi 12 14.200.000 Penye_diaan makanan Kecamatan minuman bagi 12 14.200.000
minuman Wilangan Karyawan Kantor bulan dan minuman Wilangan Karyawan Kantor bulan
Kec. Witangan Kec. Wi
Tersedianya Tersedianya
s Rapat-rapat Rapat-rapat koordinasi Rapat-rapat
7 | Rapat-rapat koordinasi dan Kecamatan koordinasi dan 12 22.500.000 | dan konsultasi ke luar Kecamatan koordinasi dan 12 22.500.000
konsuftasi ke luar dasrah Wilangan konsultasi ke luar bulan dustsh Wilangan Konsultasi ke luar bulan
daerah daerah
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
Terlaksananya Teriaksananya
o kegiatan . . kegiatan
g | Monitoring, evaluasi dan Kecamatan monitoring, 12 11.270.000 | Monitoring, evaluasi Kecamatan | = ing 12 11.270.000
pelaporan Wilangan oviluast dan bulan dan pelaporan Wilangan ovalksmsi dan bulan
pelaporan pelaporan
Tersedianya Tersedianya
g | Pengadaan Peralatan dan Kecamatan 12 Pengadaan Peralatan Kecamatan 12
peralatan dan 1.500.000 peralatan dan 1.500.000
bahan pembersih Wilangan bahan pembersih bufan dan bahan pembersih Witangan bahan pembersih bulan
Program Peningkatan Kecamat 000.000 Program Peningkatan
B | Sarana dan Frasarana Wilang 89.00 it || Sarana dan Prasarana %‘"’f" £9.000.000
Aparatur gan Aparatur : Ak
Pengadaan Perlengkapan Kecamatan | Terlaksananya Perrgadaan Kecamatan | Terlaksananya
1~ | Gedung Kanfor Wilangan perlengkapan 1 10.000.000 Perlengkapan Gedung | Wilangan perlengkapan 1 10.000.000
K gedung kantor fahun ks Kantor gedung kantor fahun s
yang memadai yang memadai
Pengadaan Feralatan Kecamatan | Tersedianya 1 Pengadaan Peralatan Kecamafan | Tersedianya 1
2 | Gedung kantor Wilangan Perzalatan tahun | 12.000.000 | Gedung kantor Witangan | Peralatan tahun | 12-000.000
Gedung Kanfor Gedung Kantor
3 | Pengadaan mebeleur Kecamatan | Tersedianya 1 Pengadaan mebeleur Kecamatan | Tersedianya 1
Wilangan mebeleur fahun 8.000.000 - Wilangan mebeleur fahun 8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kecamatan | Tempeliharanya 7 Pemeliharaan Kecamatan | Terpeliharanya 1
4 | gedung kantor Wilangan gedung kantor 32.500.000 | nutin/berkala gedung Wilangan gedung kantor 32.500.000
tahun arior tahun
Pemeliharan Rutin/Berkala Kecamatan | Tempeliharanya Pemeliharan Kecamatan | Terpelifiaranya
Kendaraan Wilangan kendaraan Dinas 1 Rutin/Berkala Wilangan kendaraan Dinas 1
5 Dinas/Operasiona tahun 20.000.000 Kendaraan tahun 20.000.000
Dinas/Operasiona
Pemeliharaan Rutin/Berkala | Kecamatan | Teipeliharanya Pemeliharaan Kecamatan | Terpeliharanya
g | Perlfengkpana Gedung Wilangan Perlengkpana 7 3.000.000 Rutin/Berkala Wilangan Perlengkpana 1 3.000.000
Kantor Gedung Kanfor tahun Mt Periengkpana Gedung Gedung Kanfor tahun : :
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala | Kecamatan | Terpeliharanya 7 Pemeliharaan Kecameatan | Terpeliharanya 1
7 | Peralatan Gedung Kantor Wilangan peralatan gedung deideens 2.000.000 Rutin/Berkala Peralatan | Wilangan peralatan gedung sl 2.000.000
kantor Gedung Kantor kantor
8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | Kecamatan | Tempeliharanya 1 1.500.000 Pemeliharaan Kecamatan | Terpeliharanya 1 1.500.000
mebeleur Wilangan Mebeleur tahun e Rutin/Berkala mebeleur | Wilangan Mebeleur tahun T
Program Feningkatan = e Pumggm mggk:tan A :
¢ | Pengembangan Sistem | Kecamatan 3.500000 | sistem Pelz, g"m - | Kecamatan 3.500000
Pelaporan Capalan Kinerja | Wilangan ZE P Wilangan
dan Keuangan ; Capafan Kinerja dan :
) .  Kewangan | : i
Penyusunan laporan | Kecamafan | Penyusunan Penyusunan Iaparan Kecamatan | Penyusunan
capaian kinefja dan ikhtisar | Wilangan laporan capaian 1 capaian kinerja dan | Wilangan laporan capaian 1
1 | realisasi SKPD kinerja dan Saihiciin 2.000.000 ikhtisar realisasi SKPD kinerja dan tahan 2.000.000
ikhtisar realisasi ikhtiser realisasi
SKFPD SKPD
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1 2 3 4 5 6 7 8 [ 10 6
Penyusunan laporan | Kecamatan | Terlaksananya Penyusunan  laporan | Kecamatan Terlaksananya
2 | Keuangan Semesteran Wilangan Laporan 1 500.000 Keuangan Semesteran | Wilangan Laporan 1 500.000
gaeuangtgn tahun 2 Keuarg:n fahun =
mesteran Semesteran
Terlaksananya Terlaksananya
3 Penyusunan Pelaporan Kecamatan | Pelaporan 1 1.000.000 Penyusunan Pelaporan | Kecamatan Pelaporan 1 1.000.000
Keuangan Akhir Tahun Wilangan Keuangan Akhir | tahun i Keuangan Akhir Tahun | Wilangan Keuangan Akhir | tahun B
Tahun Tahun
Pembinaan Pemerintahan, Pem‘ ""mm A%
D | Kelembagaan dan Kecamatan 1 196.384.000 Katamibiacaan: don Kecamatan 196.384.000
Masyarakat Desa / Witangan talhun Mas gm / Wilangan
Kelurahan. Keluyr:’h'aan
Terwujudnya Terwujudnya
1 | Pembinzan Lembaga Kecamatan | Pembinaan 1 62.750.000 | Pembinaan Lembaga Kecamatan | Pembinaan 1 62.750.000
Kemasyarakatan Wifangan Lembaga tahun = Kemasyarakaten Wilangan tahun g
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Penyusunan Monografi 8
2 | kecumatan conresine; | Kecamatan }fmye ! 3.800.000 | Kecamatandan Kecameien ;Iono;g;ya . 3.800.000
Penyusunan Profil Desa Wilangan Kecamatan tahun f:ggag'e::"m el Wilangan Kecamatan tahun )
Terlaksananya Terlaksananya
3 | Penyelenggaraan Kecamatan | Koordinasi 1 12.680.000 hPﬂz:;yr:'liel;lagngaraan Kecamatan | Koordinasi 1 12.680.000
Musrenbang Kecamatan Wilangan Musrenbang tahun > = Ke camatang Wilangan Musrenbang tahun R
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
. Terlaksananya G Terlaksananya
4 | Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Musrenbang 1 3.500.000 Koordinasi Musrenbang | Kecamatan Musrenban 1
.500. g 3.500.000
Desa/Kelurahan Wilangan Desa/Kelurahan tahun Desa/Kelurahan Wilangan Desa/Kelurahan tahun
. S Terwujudnya Pembinaan Terwujudnya
5 | poneanaan AAMINISttasi dan | ocomatan | Administrasi dan | 12 20,800,000 | Administrasi dan Kecamatan | Administrasidan | 12 20,800,000
D ag 9 Wilangan Pengelolaan bulan : . Pengelolaan Keuangan | Wilangan Pengelolazn bulan et
Keuangan Desa Desa Keuangan Desa
Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
6 h Kecamatan | Pengendalian 1 Pengendalian Kecamatan | Pengendalian 1
:::ﬂﬂgﬁ:::’aggﬂ Wilangan Keamanan dan tahun 27.550.000 Keamanan dan Wilangan Keamanan dan tahun 21.550.000
ya Ketertiban Ketertiban Masyarakat Ketertiban
Masyarakat Masyarakat
. Terlaksananya
o < Terlaksananya Koordinasi dan :
7 g;:::mla(sn dganhf’er::'t:::naan Kecamatan | Pembinaan 29.440.000 Pembinaan Bidang Kecamatan ;g::maan 29.440.000
Mas agrakat el Wilangan Bidang 1 S Kesejahteraan Wilangan Kese'ghtera i 1 ST
¥ Kesejahteraan - Masyarakat M 4 kata
Masyarakat u asyara tahun
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
— g Terlaksananya Terlaksananya
embinaan dan K Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan Pembinaan dan
8 | pPemantauan Pendapatan mm&f" Pemantauan :ahun 15.864.000 | dan Pemantauan ﬁ;!camatan Pemantauan t1ahun 15.864.000
daerah Pendapatan Pendapatan daerah agal Pendapatan
daerah daerah
9 | Pembinaan 10 Program Teriaksananya Terlaksananya
Kecamatan | Pembinaan 10 1 Koordinasi Pembinaan | Kecamatan | Pembinaan 10 1
PKK Wilangan pogram pokok tahun 10.000.000 10 pogram pokok PKK | Wilangan pogram pokok tahun 10.000.000
PKK PKK
10 | Pembinaan limas i Terwujudnya Terwujudnya
matan . 1 Terwujudnya anggota Kecamatan . 1
Wilangan anggota fimas tahun 10.000.000 limas yang terlatih Wilangan anggata !lmas tahun 10.000.000
yang terlatih ang terlafih
Terwujudnya , . ' Terwujudnya
g | Program Peningkatan Kecamatan 1 i~ Program Peningkatan | Kecamatan | _ 7
aparatur yang 5.000.000 aparatur yang 5.000.000
Kapasitas Aparatur Wilangan berkualitas tahun Kapasitas Aparatur Wilangan berkualitas fahun
Seminar dan lokakarya Meningkatnya . Meningkatnya
1 Kecamatan | kwalifikasi dan 1 5.000.000 “ﬁ;ﬁmi Kecamatan | kwalifikasi dan 7 5.000.000
Wilangan kopetensi tahun dobendly kopetensi pegawai Wilangan kopetensi tahun Jetals
pegawai D pes pegawai
- Peningkatan Terwujudnya
F | Program Peningkatan Kecamatan | Jumiah 1 7.500.000 Program Peningkatan Kecamatan kedisiplinan 1 5.000.000
Disiplin Aparatur Wilangan Kedisiplinan tahun st Disiplin Aparatur Wilangan nASN tahun A
ASN
Penyediaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Penyediaan pakaian Jumlah Pakaian
1 ASN Kecamatan | ginas yang - 7.500.000 | 4o aSN Kecamatan | dinas yang T hun | 7:500.000
9 tersedia i s nga tersedia
Program Pembinaan Tata A e T eicia A
G e e e | Wi | D revE 1 un| 20.000.000 | Pemerintahan Desa Kecamatan | tata kelola 1 un | 20.000.000
pemerintahaan Tingkat Kecamatan ga pemerintahaan
yang baik d yang baik
Tercapainya Tercapainya
. jumiah X jumiah
Pembinaan Tata Kelola pembinaan tata Pembinaan Tata pembinaan tata
Perencanaan Keuangan, kelola Kelola Perencanaan kelola
1 | Asetdan mw;;i“ perencanaan, tar:un 5.000.000 | Keuangan, Aset dan K&m;;?‘" perencanaan, ta; un | 5000000
Pertanggungjawaban keuangan, aset Pertanggungjawaban keuangan, aset
Desa serta Desa serta
pertanggung pertanggung
jawaban desa awaban desa
Tercapainya Tercapainya
. . dunian Pembinaan Jumiah
2 | Pembinaan administrasi Kecamatan | pembinaan 1 g ! Kecamatan | pembinaan 1
dan data desa Wilangan | administrasidan tahun 7.500.000 administrasi dan Wilangan administrasi dan tahun 7.500.000
penyusunan data data desa penyusunan data
desa desa

%z




1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 6
Monitoring evaluasi i j'l'elilal;aiﬂyﬁmﬁ ’ Monitoring evaluasi r’eﬁf?‘aiﬂﬁu" ’
kinerja pemerintah desa | Kecamatan | jumlah monitoring kinerja pemerintah Kecamatan | jumizh monitoring
. jape Wilangan evaluasi kinerja tahun T.800.000 desan pa Wilangan evaluasi kinerja tahun Lot
pemerintah desa merintah desa
JUMLAH LR SUMLAH 401.154.000

Rerja Kecamatan Wilangan
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4.1 Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran = sasaran pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021, harus menerapkan prinsip ~ prinsip [ efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas ]. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang
maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Wilangan, maka
harus sesuai peraturan perundangan, dengan tetap mengacu pada dokumen
perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor,
serta punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi OPD.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu, terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kantor
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Di dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus
menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

b. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Wilangan Kabupaten
Nganjuk telah di tuangkan kedalam Renstra dan Renja OPD serta telah dibahas
dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dan ditetapkan dalam
Rancana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2021.

¢. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021
dalam upaya Sinkroniasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa
Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan
mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut.
a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Kantor Kecamatan Wilangan Kabupaten
Nganjuk lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang,

nja Kcamatn IananTaun 202 | ' Halaman46
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agar proses kegiatan pembangunan ke Masyarakat dan desa dapat

dilaksanakan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

b. Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun

penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan
perundangan yang berlaku, hal ini 4dapat dilaksanakan apabila kita mengacu

jadwal yang telah ditetapkan.

Renja Kecamatan WilanganTahun 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BA HUKUM

ANANG TRIYANTO,SH,M.Si

Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001
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